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ABSTRAK
(A) Nama : Christopher Primadany Ginting
(B) NIM : 201441007
(C) Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam

Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 29
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

(D) Daftar Acuan : 8 Buku (1997 — 2014 ); 4 Jurnal (2013 — 2016);
6 Undang — Undang ( 2007 — 2018)

(E) Kata Kunci : Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau
(F) Ringkasan

Permasalahan tata ruang wilayah perkotaan di Indonesia saat ini telah
menjadi masalah yang cukup rumit dalam pengaturannya, karena masalah penataan
ruang menyangkut berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai soal transportasi,
perumahan, sanitasi yang buruk, sampah, air, pencemaran udara, air tanah dan
kemiskinan. Perkembangan perkotaan dengan berbagai permasalahan tersebut
berdampak terhadap penataan lingkungan yang sehat, asri dan sejuk

Berkenaan dengan Penataan Ruang wilayah Wilayah Kota khsusnya yang
terkait dengan ruang terbuka hijau yang mewajibkan 30 % wilayah kota sebagai
ruang terbuka hijau, maka untuk mewujudkan hal tersebut dalam pasal 29 ayat 2
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan :

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari
ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh)
persen dari luas wilayah kota

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 ( dua
puluh ) persen dari luas wilayah kota

Berdasarkan hasil penelitian bahwa luas Ruang Terbuka Hijau Kota
Malang seluruhnya baru mencapai 18,17% dari luas wilayah kota Malang, terdiri
atas Ruang Terbuka Hijau Publik 8,17 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10%.
Hal ini berarti belum memenuhi amanat pasal 29 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2009, yaitu seluas 30 % persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas
20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% ruang terbuka Hijau Privat. Untuk
memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, masih kurang 11,83% lagi dari luas wilayah kota Malang

Upaya pemerintah kota Malang dalam rangka pengadaan ruang terbuka
hijau, yaitu dengan merevitalisasi ruang terbuka hijau yang ada, pengadaan ruang
terbuka hijau baru ditengah kota, mengintensifkan ruang terbuka hijau di
kelurahan, di Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan rumah-rumah
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warga, bangunan-bangunan baik perkantoran maupun perumahan dan sempadan
jalan dan sungai.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang sehubungan dengan
pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang antara lain menyangkut soal
terbatasnya lahan di tengah kota, harga tanah yang sangat mahal dan pembiayaan
atau yang terbatas. Ketiga hal ini saling terkait.

(G) Tahun penyusunan : 2019
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Abstract
(A) Name : Christopher Primadany Ginting
(B) Nim : 201441007
(C) Title of Legal Research . Efforts of Malang City Government in

OrderProvision of Green Open Space
Viewed FromProvisions of Article 29 of Act
Number 26, 2007 concerning Spatial

Planning

(D) Reference List : 8 Books (1997 - 2014); 4 Journal (2013 —
2016); 6 Laws (2007 - 2018)

(E) Keywords : Spatial Planning, Green Open Space

(F) Summary

The current problem of urban spatial planning in Indonesia has become a
quite complicated problem in its regulation, due to problems in the arrangement of
the scope of life, transportation, housing, poor transportation, garbage, air, air
pollution, air problems and poverty. City development with various challenges to
a healthy, beautiful and cool environment

With regard to City Area Spatial Planning specifically related to green
open space that requires 30 (thirty) percent of the city area as green open space,
then to make it happen in Article 29 paragraph 2 of Law Number 26 of 2007
concerning Spatial sponsored:

(1) Green open space approved in article 28 letter a consists of green open spaces
and private green open spaces

(2) The proportion of green open space in the city area is at least 30 (thirty)
percent of the total area of the city

(3) The proportion of community green open spaces in the city area is at least 20
(two percent) of the total area of the city

Based on the results of extensive research, Malang's Open Space only
reached 18.17% of the total area of Malang, which consisted of 8.17% Public
Green Open Space and 10% Private Green Space. Article 29 of Law Number 26
of 2009, which covers an area of 30 % of the total area of the city, consists of 20%
Public Green Open Space and 10% Private Green open space. To fulfill the
provisions of Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning,
there are still less than 11.83% of the total area of Malang City.

The efforts of the Malang city government in the procurement of green
open spaces, namely by revitalizing existing green open spaces, providing new
green open spaces in the middle of the city, intensifying green open spaces in
villages, in RWs and Neighborhood Groups and homes - residential houses, office
buildings and housing as well as border and river roads.

Constraints issued by the City of Malang to take over the procurement of
Green Open Space in Malang City include the problem of limited land in the
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middle of the city, land prices are very expensive and financing or limited land.
This third thing is interrelated.

(G) Year of preparation : 2019

xi



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...t I
LEMBAR PERSETUJIUAN . ...t I
LEMBAR PENGESAHAN ...ttt I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI........ooiiiiee iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..o %
KATA PENGANTAR .ttt sbee s Vi
ABSTRARA. e A e . L o A, viii
ALiel 8 el F ) EE— L B N X
BAB | PENDAHULUAN ...t 1
1.1, Latar BelaKang ....c.ccoveoieiieeiecie ettt 1
1.2, RUMUSAN MESAIAN ..o 5
1.3, TUJUAN PENEITIAN.......oitiiiitiiieiieieiee e 6
1.4, Manfaat Penelitian. ..o 6
141, Manfaat teOTIS .....eoveiueiieieee et 6
1.4.2.  Manfaat PrakiiS ......ccooveiieiicsic e 6

1.5. Metode Penelitian...........cooiiiiiiiiiec e 7
1.5.1. Jenis Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data............ 7
1.5.2. ANALISIS DALA.......ooveiieiiieiieiisieeee e 7

Xii



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

1.6. Sistimatika PENUIISAN .........ccoiiiiiiiiec e 8
BAB I TINJAUAN PUSTAKA ... e 10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tata RUANG ........cccovviieieeieiie e eie e 10
2.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Penataan RUANG ........cccccvevieiieieereciieseesie e 12
2.2.1.  Asas Penataan RUANG .......ccoiiviriiiiniiie e 12
2.2.2.  Tujuan Penataan RUANG .........ccoeviiinienininieieere e, 15
2.2.3.  Fungsi Penataan RUBNG..........coouriiiirininiiee e 16
2.3. Hirarki Penataan RUANG ........ccccuoiiieiieiiiiiieiee st 17
2.4. Klasifikasi penataan ruang ..........ccccceeveiieeieerieseese e 20
2.5. Pemanfaatan RUANG...........covuiiiiiiie et 22
2.6. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penataan Ruang....................... 23
2.6.1. Tugas dan Wewenang Pemerintah PUSat.............ccocoooerininininnnnnen, 23
2.6.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Propinsi ............c.ccocvevvinnnnennen, 24
2.6.3. Tugas dan Weweang Pemerintah Kabupaten/Kota .............c............ 25
2.7. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang............... 26
2.8. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan ...........cccccocvevieiiiciie e 28
2.9. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan............ccocceevevvereniiesieeninseennnns 29
2.9.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau..........c.ccoovieiiiineniciinenceeeee, 29
2.9.2. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan...............ccccevenen. 31

2.9.3. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan ...32

xiii



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.10.Penelitian Terdahulu ... 37
2.11.Teori Lingkungan HidUP .......cooveiieiineiecccceseee e 39
2.11.1 Teori ANtrOPOSENTIISIMIE .....ccvieeiecieeiieeie et te et see e sraenae e 39
2.11.2. Teori BIOSENTIISIME.........cviiiiiiiieiisie e 39
BAB 11 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 41
3.1. Gambaran Umum Lokasi PENEHTIAN ........c.coviriiiiiiiiieiescrcceeeeee 41
3.2. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang...........cccccooevirinininininiiceen 42

3.3. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Menambah Ruang Terbuka

HIjau ... % A ] e e i \ .. L B 59
3.3.1. Pentahapan Pengadaan RTH sesuai dengan Perda Kota Malang .....59
3.3.2.  Optimalisasi RTH yang sudah ada...........c..cccccovveieiiiiieirccceee, 60

3.3.3.  Kewajiban Pengembang Perumahan Untuk Pengadaan Utilitas

Umum termasuk Ruang Terbuka Hijau. ..........cccccoooeiiiiniiiiinennn, 61
3.3.4.  Peningkatan Peran Serta Masyarakat.............ccccceoererenennniesienniennn 61

3.3.5. Penegakan Hukum Dalam Rangka Upaya Mempertahankan

Ruang Terbuka Hijau...........ccoveiiiiieeee e, 62

3.4. Kendala yang dialami Pemerintah Kota Malang Dalam Pengadaan Areal

TerbUKa HiJAU........coiiiiiiice e 62

3.5. Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Teori Lingkungan............cccoccoeeveeenne. 64

Xiv



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3.5.1. Analisis Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Ditinjau Dari

Teori ANtroPOSENEIISITIE ......ccuieieieieeie e 65

3.5.2.  Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme.................. 65

3.5.3. Analisis Kendala Pemerintah Dalam Rangka Penyediaan Ruang

Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme ..........c.cccccvevenen. 66

BAB IV PENUTUP ... 68
4.1. Kesimptlams 5 e o e o N, 68
4.2. SFIN-SFRN L ADSIER.. ... ... 5 IR NN 69
DAFTAR] RUSHRAEENS. . Sowseemre. . ot R— L 71
LAMPIRAIN Tl SN0 0 . B0 R R 73

XV



	UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG
	FAKULTAS HUKUM
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	Abstract
	(A) Name      : Christopher Primadany Ginting
	(B) Nim      : 201441007
	(C) Title of Legal Research  : Efforts of Malang City Government in
	OrderProvision of Green Open Space   Viewed FromProvisions of Article 29 of Act
	Number 26, 2007 concerning Spatial Planning
	(D) Reference List    : 8 Books (1997 - 2014); 4 Journal (2013 –
	2016); 6 Laws (2007 - 2018)
	(E) Keywords     : Spatial Planning, Green Open Space
	(F) Summary
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian
	1.4.1. Manfaat teoritis
	1.4.2.  Manfaat praktis

	1.5. Metode Penelitian
	1.5.1. Jenis Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
	1.5.2. Analisis Data

	1.6. Sistimatika Penulisan

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang
	2.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Penataan Ruang
	2.2.1. Asas Penataan Ruang
	2.2.2. Tujuan Penataan Ruang
	2.2.3. Fungsi Penataan Ruang

	2.3. Hirarki Penataan Ruang
	2.4. Klasifikasi penataan ruang
	2.5. Pemanfaatan Ruang
	2.6. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penataan Ruang
	2.6.1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat
	2.6.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Propinsi
	2.6.3. Tugas dan Weweang Pemerintah Kabupaten/Kota

	2.7. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
	2.8. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
	2.9. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
	2.9.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau
	2.9.2. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
	2.9.3. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan

	2.10. Penelitian Terdahulu
	2.11. Teori Lingkungan Hidup
	2.11.1  Teori Antroposentrisme
	2.11.2.  Teori Biosentrisme


	BAB III
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	3.2. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
	3.3. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Menambah Ruang Terbuka Hijau
	3.3.1. Pentahapan Pengadaan RTH sesuai dengan Perda Kota Malang
	3.3.2. Optimalisasi RTH yang sudah ada
	3.3.3. Kewajiban Pengembang Perumahan Untuk Pengadaan Utilitas Umum termasuk Ruang Terbuka Hijau.
	3.3.5. Penegakan Hukum Dalam Rangka Upaya Mempertahankan   Ruang Terbuka Hijau

	3.2. Kendala yang dialami Pemerintah Kota Malang Dalam Pengadaan Areal Terbuka Hijau
	3.3. Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan  Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Teori Lingkungan
	3.3.5. Analisis Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Ditinjau Dari Teori Antroposentrisme
	3.4.5. Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme
	3.5.5. Analisis Kendala Pemerintah Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme


	BAB IV
	PENUTUP
	4.1. Kesimpulan
	4.2. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Foto Bersama Narasumber
	Gambar Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

